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Abstrak
 

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. PT Bank

Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampaknya sehingga dinyatakan

sebagai "Bank Dalam Penyehatan: dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

pada tahun 2001. Oleh karena itu diberlakukan Single Presence Policy oleh Bank Indonesia untuk

mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan

kuat. Pada tahuh 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan

saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy. Pemenuhan kewajiban penawaran tender oleh

Maybank menyebabkan akuisisi BII oleh Maybank sampai pada 97,5% pemilikan saham Maybank di BII.

Tulisan ini membahas mengenai proses pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada

masyarakat dengan mengambil contoh kasus Malayan Banking Berhad dan BII dengan membandingkan

ketentuan pengalihan kembali saham pada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1

tahun 2008 dan tahun 2011 serta menganalisa penundaan kewajiban pengalihan kembali saham pada

masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bapepam-LK kepada Maybank ditinjau dari Peraturan Bapepam-

LK No.IX.H.1 dan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal. Pokok permasalahan tersebut

dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan

wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Bapepam memiliki

wewenang untuk melakukan penundaan kewajiban pengalihan kembali saham kepada masyarakat seperti

ditentukan dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Financial crisis in 1998 had a huge impact on national banking. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)

was one of the banks which was affected that the bank was declared "Bank in Restructurization" and was

acquired under the care of Indonesia Bank Restructuring Agency (BPPN/IBRA) in 2001. Thus, Single

Presence Policy was enacted by Bank Indonesia in order to endorse bank consolidation to realize a strong

and healthy Indonesian banking structure. In 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) acquired BII in

order for Temasek's compliance with the Single Presence Policy. Tender Offer obligation fulfillment had

caused Maybank to acquire up to 97,5% shareholding composition in BII. This paper discusses the refloat

obligation fulfillment process by taking case study of Maybank with comparison of refloat provision

Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and 2011, and also analyzes the refloat obligation deferment

issued by Bapepam-LK being examined from Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 and capital market

regulations. The principal problem is answered by using research method normative juridical that include

literature studies and interviews resulting in conclusion that based on the prevailing laws and regulations,

Bapepam has the authority and jurisdiction to issue an obligation deferment for Maybank based on

Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 of 2008 and Capital Market Law Number 8 of 1995.
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